
SALINAN 

• 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektfitas pengclolas.n 
barang milik daerah, maka barang milik daerah yang tidal 

dapat di manfaatkan seara optimal dan cenderung menya 
beban dalam pongelolaan barang daerah, perlu dihapus 
dari daftar inventaris barang da=rah dan/atau dijual 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat [5l 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Daerah maka tata cara penghapusun dan penjualan 
barang milik daerah diatr dengan Peraturan Bupat, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud da!am huruf a 
dan huruf , perhu menctapkan Peraturan Bupati tentang 
Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerab; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-okok 
Agraria (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2013], 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 4286); 

3. Unuang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Scram Bagian Timur, Seram 
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provms 
Mahuku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350) 
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tentang 2014 23 Tahun 
Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Tahun 2014 Noor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahu 1971 tenang 
Penjualan Kendarasn Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 197] Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
2967) 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 200I tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milikx/Kekayaan Negara 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam 
rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomaor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4073); 

I0. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

9 

8. 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik indones1a 
Tahu 2004 NOmOr 162, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44438]; 

6. Udang-Undang Noror 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipi Negara [Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7 Undang-Undang Nomor 

4 Undang-Undang NomOr 01 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
5 Undang-undang Nomor 3.3 Tahu 200 tentang 

' 

Standar Akuntansi Pemerintahan, 
I, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengclolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamrhanan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578] 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara'Daerah [Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Tatun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Noor 4609), 

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Asct Daerah, 
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Daerah Keuangan Pengelolaan Pedoman tentang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 17 Than 2007 
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahu 20O9 tentang Pengelolaan 
Barang Daerah, 

14. Kcputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentan6 
Penghapusan Penyvediaan Kendaraan Perorangan Dinas% 

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Ped&man Pelaksanaan Pengadaan Barang/dasa Pemerintah 
(Lebaran Negara Republik Indonesia Tahon 2003 Nomor 
120, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4330) sebagaimana te'ah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 97 Tahun 
2007, 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 
• 

MEMUTUSKAN 

• 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN 
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
?asal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
• Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat 
2. Pemerintahan Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Barat 
3. Dewan Perwailan Rakyat Daerah, yang sclanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
Daerah 

• 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban 
Kabupaten Seram Bagian Barat 

4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat 
5. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Barat sclaku pengelola barang Milik Daerah 
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6. Satan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Scram Bagien Barat selaku pengguna oarang 
mihk daerah 

7. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada 
Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat 

8. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian 
Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Beran 
Bagian Barat selanjutnya disebut pembantu pengelola 
barang milik dacrah 

9. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang berwenang untuk mcnggunakan barang mihik 

daerah yang boerada dalam penguasaannya 
0. Pengghapusan adalah suatu proses dan tindakan 

menghapus barang nilik daerah dai daftar inventasts 
dengan menerbitkan Keputusan Bupati ntu 

membcbaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang 
dan/atau pengelola barang dari tanggungiawab administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

IL.Pemindahtanganan adalah proses dan pergalihan 
kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut ari 

penghapusan dengan cara dijual, ipertukarkan, 
dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah 

Daerah 
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang rihi 

daerah kepada pihak lain dengan menerime penggantian 
dalam bentuk uang 

13. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk malakukan 
pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan 

barang milk daerah 
4. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian Yang 

selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan 
relevan dengan menggunakan mnetode /teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai barang milik aerah 

15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 

ainya yang sah. 
16. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang 

dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati Seram Bagian 

Barat. 



7.Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yan8 
dipergunakan oleh PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Wai 
Ketua pPRD untuk menunjang kelancaran tugas tugas 
din.as 

18.Kendaraan dinas operasiona khusus/lapangan adalah 
kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunyang 
tugas-tgas lapangan 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan penghapusan dan penjaalan barang mlik daerah 
dimnaksudkan untuk: 
a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghapusan darn 

penjualan barang milik daerah; 
b. Memberikan jaminan kepastian dalam penghapusan dan 

penjualan barang milik dacrah 

Pasal 3 

Pengaturan penghapusan dan penjualan barang milik daerah 
bertujuan 
pengelolaan 

untuk menunang 
barang milik daerah 

kelancaran pelaksanaan 
khususnya yang berkenaan 

• 

dengan proses penghapusan dan pcnjualan barang mihik daerah 

BAB III 

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasal 

(I] Bupati sebagai pemegang keckuasaan pengelolaan barang 
milik daerah berwenang dan bertanggungiawab atas 
pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang mihik 
daerah 

(2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan 
penjualan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya 

dibatu oleh 
a. Sekretaris Daerah selaku pengclola; 
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b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah selaku pembantu 
pengelola, 

c. Kepala SKPD selaku pengguna, 
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaknu kuasa 

pengguna, 
e. Penyimpan barang milik daerah; dan 
f. Pengurus barang milik daerah 

(3) Lupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang 
milik daerah sebagaimana diraksud pada ayat (l] 
mnemnpunyai wewcnang 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 

pemindahtanganan tanah dan bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; 
d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik 

daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; 
e. menyetuajui usul pemindahtanganan dan penghapusan 

barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan 
f. menyetujui usu) pemanfaatan barang milik daerah selain 

tanah dan/atau bangunan 
(4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, 

berwenang dan bertanggung jawab; 
a. menctapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan 

barang milik daerah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik 

daerah; 
c. meneht dan menyet rencana kebutuhan 

pemeliharaan / perawatan barang miti daerah, 
d. mengatur peaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah 
disetujui oheh Kcpala Daerah, 

e. melakukan koordinasi dalam peaksanaan inventarsasi 
barang milik daerah; dan 

atas pengendalian f. melakeukan pengawasan dan 
pengelolaan barang milik daerah 

(5) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Ba0an 
# 

Pengelolaan Kcuangan an Aset Daerah, selaku pemoantu 
pengelola bertanggung jawab mengkoordinir 
penyelenggaraan Pengeloiaan Barang Milik Daerah yang ada 

pada masing-masing SKPD 
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(6) Kepale SKPD sebagai pengguna barang, berwenang dan 
bertanggungiaswab dalam mengajukan usul penghapusan 
dan penjualan barang milikx daerah berupa tanah danfatau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan 
barang milik daerah selain tahah dan/atau bangunan 
epada Bupati melali pengelolan barang 

(7) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu 
pengelola barang bertanggungiawab 
a. Menghimpun usulan penghapusan dan penjuelan barang 

milik daerah dat SKPD; 
b. Memoroses usulan penghapusan barang milik daerah 

dart SKPD; 

c. Mengkoordinir pelaksanaan penghapusan dan penjualan 
barang milik daerah yang ada pada SKPD, 

d. Mengusulkan pembentukan Panitia Penghapusan, 
Paniia Penaksir dan Panitia Penilai Barang Milik daerah 
kepada Bupati 

BAB IV 
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAJ 

Bagian Kesatu 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

(1) Penghapusan barang milik daerah merupakan Linda#an 
penghapusan dari Daftar barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang 

Mihik Dacrab. 

[2) Penjualan barang milik daerah merupakan salah satu 
bentuk pemindahanganan yang dilaksanaka sebagai 
tindak lanjut atas penghapusan barang milk darah 

Bagian Kedua 
Penjualan 
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Penjuatan barang milik daerah sebagai mana dimaksud 
dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupat 

setelah mendapat persctujuan ppD antara lain 
a. Tanah dan/bagunan, dan 
• Selain tanah dan/atau banunan yang bermilai lebih dari 

R. 5.000.000.000,00,- (ira miliar rupiah); 
(2) Penjualan barang mihik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, 
apabile 
a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 

penataan kota; 
b. Harus dihapus karena anggaran untuk bangunan 

penggant sudah disediakan dalarn dokumen 
penganggaran, 

c. Diperuntukan bag pegawai negeri, 
d. Dperurtukan bagi kepentingan umum; dan 
e. Dikuasai ncgara bcrdasarkan kepuatusan pengadilen 

Yang telah memiliki kekuatan hukum tctap dan/atau 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika 
status kepemihikannya dipertahankan tidak ayak seca.a 
ekomomis. 

(3) Penjualan barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat. (2), ditctapkan dengan Keputusan Bupat; 

() Penjualan barang 
bangunan yang 

5.000.000.000,00 

ilik daerah sclaian 
bernilai sarnpai 

(lira milyar rupiah), 

tanah dan/atau 
dengan Rp. 

dilakukan oleh 
pengelola setelah mendapat persetuyuan Bupati. 

(5) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh pamrta 
pcnghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

Pasal T 

l) Penjalan barang milik daerah dilaksanakan dengan 

portimbagan, 
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih 

atau idle, 
b. Secara ekonomis tebih menguntungkan bagi daerah 

apatila dijual; dan 
c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang 

undangar 
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(2) Penjualan barang milk daerah dilakukan secara lelang, 
kecuali dalam ha-hal tertentu 

(3) Pengecualian sebagiamana dimaksud pada ayat (2) melipu» 
a.Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara, 
b. Penjualan rumah go!ongan II, dan 
e. Barang milk daerah lainnya yang ditetapkan lebuh 

lanjut oleh pengelola 

Paragraf 
Penjualan Kendaraan Dins 

Pasal 8 

(I) Penjualan Kendaraan Dinas, terdiri atas 

a. Kendaraan Perorangan Das 

b. Kendaraan Dinas Operasional 
I Kendaraan Dinas Operasional, dan 
2. Kendaraan Dinas Operasiona} Khusus/Lapangan 

(2) Umur Kendaraan Dinas yang dapat dihapus/diual 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) scbagai berikut 
a. Kendaraan Perorangan Dinas yang berumur 5 {ima) 

tahun atau lebih 
b. Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 5 (irr.a) 

tahun lebih 
c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang 

berumur 10 (sepuluh) tahun lebih 

(3) Pengecualian ketentuan umur kendaraan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi musibat 
kecelakaan/kebakaran meskipur belum berurur ' {Iima) 
tahun atau I0 (sepuluh) tahun yang perbaikannya 
memerlukan biaya tingg yang membebari daerah 

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dapat 
dilaksanakan setelah ilakukan uji fisik kendaraan dari 

Dinas Perhubungan, Kabupaten Seram Bagian Barat 

Paragraf 

Kendaraan Perorangan Dinas 

Pasal S 



(I Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagai mana 
dimaksud dalam pasal 8 ayat (l) huruf a, dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijuat adalah 
kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupat 
dan Waki! Bupati yang telah berumur (sudah dipergunakan) 
selama S (lima] tahun dan/atau lebih dan hanya dapat 
dijual masing-masing I (satu) buah kepada pejabat yang 
bcrsangkutan setelah berakhir masa jabatannya 

(3) Kesempatan membeli kendaraan perorangan dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan kepada 
Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunya masa 
jabatan {lima) tafun atau lebin dan hanya 1 (satu) kali 
dalam tenggang waktu 10 (sepulu1) tahun 

(4) Kendaraan perorangan dinas scbagaimana dimaksud pada 
ayat [(2) dua hanya dapat dijual sepanjang sudah ad 

pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
(D) Seluruah biaya perbaikan/pcrawatan selama l {satu) tahun 

terakhir ditambahkan dengan hnarga jual 
(6) Pelunasan harga jual beli kendaraan perorangan dinas 

dilakukan paling lama 5 (lira) tabun. 
(7) Sebelum kendaraan perorangan dinas yang diuatbehikan 

dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih tetap 
tercatat scbagai barang inventaris milik pemerintah daerah. 

(8) Kendaraan perorangan dinas dihapus dani daftar inventaris 
barang milik dacrah seteiah harga jual kendaraan 
perorangan dinas dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) 

Pasal 10 
Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan 

sebagai berikut; 
a. emohon mengajukan sural permohonan kepada 

• Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang 

diketahui/disetuji 

melampirkan. 

I Copy keputusar pengangkatan pertama sebaga 

Pengelola/Penggana oleh 

Bupati/ Wakil Bupati 
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2. Surat pernyataan behum pernah membeli Kendaraan 
Ferorangan Dinas dalam tenggang wakt 10 {sepuluh) 
tahun 

dari Kendaraan /Pemegang 3. Surat penunjukan 
Pengelota /Pengguna 

4. Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon 
b. Untk melaksanakan penelitan atas kendaraan yang 

-· 

dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Sarat Keputusan 
membcntuk Paritia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 
yang bcrtugas meneliti dari segi administratif/ pemilikan 
kendaraan, keadaan fisik, emungkinan menggang 
elancaran tugas dinas, efesicnsi penggunaannya, bi8ya 
operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pc;abat 
pemohon dan lain-lain yang dipanang perlu yan8 
dituangkan dalam bentk Berita Acara 

Pasal 1l 

Dinas Pelaksanaan penjaalan Kendaraan Perorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasyal 10 scbagai berikut 
a. Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah 

Daerah, maka persyaratan administrarif yang harus 
dipenuhi, yaknit 

1. Kcputusan pergangkatan pertama sebagai Bupat dan 

• 

Wakil Bupati 
2. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan 

perorangan oinas dalam tenggang wakt 1O (sepuluh) 

tahn, 

3. Hasil penelitian panetia penjuaian. 
4. Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan 

sebagai beriut, 
a) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur S 

sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% 
(empat puluah persen) dari harga umum/pasaran 
yang berlaku; 

b) Kendaraan perorangan dinas yang telah beruur 8 
tahun atau lebih, harga jualnya 20% [(dua pu!uh 
persen) dari harga urum/pasaran yang berlau 

c) Seluruh biaya perbaikan/ perawatan selama l 

(satu) tahun terakhit ditambahkan harga jual. 
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b. Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan 
perorangan dinas dengan lempiran Keputusan yang memuat 

antara lain; 
1. Nama dan jabatan pembeli 
2. Data mengenai kendaraan, 
3. Biaya perbaikan selama l (satu) tahun terakhir; 
4 Harga jual sesuai dengan peraturan perundang 

undangar, 
5. Harga yang ditetapkan, 
6. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli 

c. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan Dinas 

selanjutnya, 

• Dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan 

Linas yang ditandatangani oleh Pengelol aias nama 

Bupati; 

2. Surat perjanjian seswa beli harus memuat ; 

a) Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan 

dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilnasi 

paling lambat dalam waktu S (\ima) tahun; 

b) Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (saru) 

tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut 

dapat ditaksanakan, 

c) Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas 

terscbut tetap tercatat scbagai barang inventaris 

milik pemerintah dacrah 

3. Dalam hal kendaraan terscbut masih dipergunakan 

untuk kepentinagan dinas, maka untuk biaya ol dan 

BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang 

memungkinkan. 

4. Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 {satu) 

tahuan terakhir merupakan penerimaan Pemerintah 

Dacrah dan harus disetor ke Kas Daerah. 

Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, 

mnaka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan 

a) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan 

Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya, dan 

b) Menghapuskan Kendaraar Perorangan Dinas dari 

Buku Inventaris Pemerintah Daerah 

6. Berdasarkan Keputusan Bupati cimaksud pade huruf e 

diatas, pejabat pembeli Kendaraan Ferorangan Dinas 

1 2   
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dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesua 

ketentuan yang berlaku 
7. Bpat dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk 

membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka 

waktu I0 (sepuhuh) tahun sejak saat pembcliannya yang 

pertama. 

Paragraf 3 

Kendaraan Dinas Operasional 

Pasal 12 

(1) Penjualan kendaraan dinas 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

operasional 
(I) huruf b, 

scbagaimana 
dilaksanakan 

• 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
(2) Kescmpatan membeli kendaraan dines sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satuj kahi dal~m tenggang 

waktu 10 (sepuluh) tahun 
(3] Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

hanya dapat dijual sepanjang sudah ada pengganti dan 
tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas; 

Pasal 13 

(I) Penjualan kendaraan dinas operasional scbagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan setelah dihapus dari 
daftar inventaris barang milik daerab 

(2) Penjualan kendaraan dinas operas:onal dapat dilakukan 

melalui pelelangan ter oatas 

khusus lapangan 

atau pelelangan 

kendaraan inas operas»onal 

mnelalui pelelangan umum 
(3) Penjuatan 

dilakukan 

terbatas 
(4) Seluruh biaya perbaikan/ pcrawatan selama l tsatu) tahun 

terakhir ditambahkan dengan harga )al 

(5i Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional 

dilakukan paling lama 5 [lima) tahun 

{6 Scbelum kendaraan chinas operasional atau keandaraan dinas 

operasional lapangan/khusus yang ijual belikan ilinasi, 

maka kendaraan dinas tersebut masih tetap tercatat sebagal 

baranginventaris milik pemerintah daerah 
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berikut: 

(7) Dalam rangka pelaksanaan penjualan/ pelelangan terbatas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati 
membentuk Panitia enjualan/Uelang terbatas 

(8) Keanggotaan Paritia Penualan/ Lelang 
scbagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dirangkap oleh 
Panitia Penghapusan 

(9) Panitia Penjualan/Lelang Terbatas bertugas 
e. Meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri Spil Calonr 

peserta lelang terbatas, 
b. Membuat daftar calon pembeli dan lelang terbatas. 

c, Meneliti administrasi hasil penilaian panitia penaksir 

/penilai. 
d. Melakukan penjualan dan/atau pelelargan terbatas 

terhadap kendaraan perorangan dinas dan kendaraan 

operasional dinas milik daerah 
e, Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas 

f. Mengusulkan penctapan hasil lelang terbatas kapada 

Bupati. 

asa} 14 

Tata cara penjualan kendaraan operasional ditetapknan scbagar 

a. Pemohon [PNS/Pejabat Negara) mcngajukan surat permohonan 

kepada Bupati/Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang 

diketahui/disetujui oleh Pengelola/ Pengguna dengan melampirkan 

Melampirkan copy keputusan pengangkatan pertama sebagai 

Ketua/Wakil Ketua anggota DPRD dan SK Pengangkatan 

sebagai PNS (SK awal dan SK terakhir) 

Surat pernyataan behum pernah membchi Kendaraan Dinas 

Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional 

Khusus/Lapangan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun 

Terbatas 

Surat Penunjukan/ Pemegang Kendaraan dari 

Pengelola/ Pengguna 

Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon 

b Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon 

untuk dibeli, Bupati dcngan Surat Kcputusan membentuk Panitia 

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang Dertugas mer.eliti 

dari segi administratif/ pemilkan kendaraan, keadaan fisik, 

kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efesiensi 
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penggunaannya, biaya operasional, nila jual kendaraan, 
persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu 
yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara, 

c. Paritia Penghapusan membuat daftar kendaraan dinas yang 
dimohon dan memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar 
inventaris barang milik daerah dan selanjutnya mengusulk.an 
kepada Bupati melalui Pengeltola untuk dihapuskan, 

d. Apebila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan 
tentang penghapusan kendaraan dinas operasional; 

e. Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupet 
selanjutnya dijual belikan dan/atau dilelang terbatas 

Pasat 15 

Pelaksanaan penjaulan kendaraan operasinal sebagaimana dimaksud da.am 
pasal 14 sebagai benikut: 
a. Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional 

I. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penualannya 
dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas; 

2. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara; 
3. Pelelangan terbatas dilaksanakan olch paritia pelelangan terbatas yang 

ditetapkan dengan keputusan Bupau; 
4, Yang depat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas 

operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipi yang te!ah mempunya 
masa kerja 10 (sepuluh ) tabun dengan prioritas pejabat/pegawa yang 
a.kan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang 
kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Keta dan 
Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (ima) tabur; 

5. Dalam tenggang waktu 1o (sepuluh) tahun pejabat/pcgawai, 
Ketua' Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbates kembali 

sejak saat pembelinya yang pertama, 
6. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas Daerah. 

Paragraf 
Penjualan Rumah Dinas Dacrah 

Pasal 16 
I) Rumah daerah golongan III milk daerah dapat dijual/disewa bchikan 

kepada pegawa, 
2) Rumah milik daerah yang dapat dijual/sewa belikan kepada pegawai, 

hanya rumah daerah golongan Ill yang telah berumur I (scpuluh) 

tahuan atau lcbih; 
3) Penentuan rumah daerah golongan Ill ditetapkan dengan keputusan 

Bupati; 
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4) Yang berhak membeli rumah daerah golongan Hi, yaitu 
a. Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat 

I Mempunyai masa kerja sckurang kurangnya IO {sepuluh} tahun, 
2. Meriliki Surat lzin Penghnian (SIP), 
3. Surat lzin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama 

Bupat1, 
• Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli 

rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang 

undangan 

b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat 

I. Menerima pensiunan dari Negara [ Pemerintab, 
2. Memihiki Surat lain Penghunian (SI), 

3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli 

rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang 

undangan. 
c. Janda/Duda Pegawai Negeri, dengan syarat 

1 Masih menerima tun;angan pensiun dari Negara / Pemerinta 

adalah: 
1) almarhum suaminya/istri sckurang-kurangnya mempunyai 

masa kerja 0 (sepuhuh) tahun pada Pemerintah, atau 

2)Masa kerja almarhum suaminya/ istrinya ditambah dengan 

jangka waktu sejak yang hersangkutan menjadi janda/duda 

berjumlah sekurang-kurangnya IO (sepuiuh) tahun 

2. Meriliki Surat lzin Penghunian (SIP); 

3. Belurn pernah dengan jalan/cara apapun mempcrolch/ membeli 

rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang 

undangan. 

d. Janda/duda Pahlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai 

Pahlawan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

1 Masih mcncrima tunjangan pensiunan dar: Pemerintah 

2. Memiliki Surat lzin Penghunian (SIP); 

3. Belum pernah dengan jalan/cara apapan mempcrotch/ membeli 

rumah dani Pemerintah berdasarkan peraturan perundang 

undangan 

e. Pejabat Negara/ Daerah atau janda/duada Pejabat Negara Daerah 

1 Masih berhak menenima tunjangan pensimn dari Pemerintab; 

2. Merihki Surat zin Penghunian (SIP, 

3. Belum pernah dcngan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli 

rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan pcrandang 

undangan 
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5) Apabila penghuni rumah Daerah Golongan HI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a sampai dengan buruf e meninggal unia, maka 
pengajuan permohonan pengalihan hak/membei atas rumah dimaksud 
dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan 

6) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Oolongan Ii scbagaimana 
dimaksud pada ayat () dan ayat (5) dilakukan dengan cara Sewa Beli 

7) Taksiran harga rumah Daerah Golongan Ill berpedoman pada nilai biaya 

yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada 
waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur 
bangunan/rumah scbesar 2 % getiap tahuan, untuk perranen 4 % setiap 
tahun, dan untuk semi perranen 0 % setiap tahur, untuk darurat 

dengan etentuan setinggi-tingginya {raksimal) penyusutan 80 % ata 

ilai sisa banguan/rumah minimal 20 % harga rurnah dan tanahnya 
ditetapkan sebtsar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan 
penilaian yang dilakukan oleh panitia 

8) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/ciclan, yakni 
a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit S % (lima persen] dari 

harga yang ditctapkan dan harus dibayar penuh pada aaat perjanjian 
sewa beli ditandatangani 

b. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan 

paling lama 20 (dua puluh] tahun 

Pasat 17 

(I) Untuk melakukan pembelian Rurah Daerah Golongan IHI, pedoman 
sebagairana dimaksud dalarm pasa I6 ayat {) dan ayat {5) mengajukan 
permohonan pembelian Rurah kepada Bupati/ pengelola 

(] Berdasarkan permohonan pembelian rurah Daerah Golongan III, 

Pengeiola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah 

Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati 

a. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibertuk 

Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan Keputusan Bupa:i 

1 Susuran Paritia Penaisir dan Panitia Peil~i melibatk an unsur 

teknis terkait 
2. Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap 

dan diusahakan agar anggota -anggota Panitia Penilai, baik 

jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personaha 

Parta Penaksir 
b. Tugas Pamitia Pcnaksir adalah meneliti dari segi antara lain 

1 Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya, 

keadaan fisik rumah, 
2. Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan, 

3. Iin penghunian, 
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4. Persyaratan porsonil pegawai dari segi masa kerja, pernah/ belun 

mcmbeli rumah pemerintah dengan cara apapun, 
5. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan 

dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan 
perbaikan yang telah diakukan atas biaya pemerintah dacrah 
Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan olch 
dan atas beban penghun: sendiri tidak diperhitungan, 

6. Lain-lain yang dipandang perlu dan hasil penelitan penaksiran 
terscbut dituangkan dalam bemruk Berita Acara hasil penaksiran, 

7 Tugas Panitia Penilei adalah untuk menilai hasil per.aksran 

Panitia Penaksir tersebut diatas dan hasil perilaian Panitia 

Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara, 
8. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil peniaiar 

Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang 
menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah 
pengelola 

(3) Dengan telah tcrpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan berupa 
Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil 
penilaian Panitia Penilai dan persyaratan-persyaratan administrasi dan 
pejabat/pegawai pembeli, selanjutnya penjuatan rumah Daerah 
golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam Keputusan Bupati sebagei mana dimaksud pada ayat (3) harus 
dengan t&gas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan 
termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya say8, 
kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula 
jabatannya serta menegaskan pelaksanaan penjualanya diatur alanu 

surat Perjanjian Sewa Beli 
(5) Setelah dikelurkan Keputusan Bupati tentang penjuatan rumah 

golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (), disebut Surat 
Perjanjian Sewa Beli Rumah dang anti rgi atas tanahnya yang 
ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk scbegai pihak 
ke Idan masing-masing pegawai/ pembehi sebagai pihak ke IJ 

(6) Sebelum Surat perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunas 

minimal 5 % dari harga ual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas 

tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebaga 

penerimaan Daerah 

(7) Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya 

angSuran bulanan yang Sama ternadap sisa harga yang behum dilinasi 

(8) Waktu peiunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 2O 

(dua puluh) tahun 
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(9] Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan 

pelepasan hak. 
(10) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris 

barang milk daerah setelah harga pcnjualan atas tanah dan/atau 

bangunanya dilinasi 

(11)Selain itu dalam Surat Perjanjian terscbut harus dicantumkan pula 
persyaratan lainya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat 

hikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan 

yang bcrlaku 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal diundangan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Barat 

Ditetapkan di Firu 

pada tanggal 27 Januari 2016 

BUPATI BERAM BAGIAN BARAT, 

T 

JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT 

Diundangkan di iru 

Pada tanggal 27 Januani 2016 

SEKRETARIS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

Tl 

MANSUR TUHAREA 

SALINAN ESU 

Kepala Bagian lu 

NIP 19 

H M. S  

T i  

1993031017 
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